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Surel

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

- 154/PM.00.02/K.J1-05/09/2024 Bondowoso, 24 September 2024
: Penting

- imbauan Netralitas

Kepada Yth:
Kepala Desa Se Kabupaten Bondowoso

di_Tempat

DASAR:

:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
undang;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-undang;

Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sera
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktuk,
sistematis, dan masif;

Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan
Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan
Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;



8. Peraturan KPU Nomor 10 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Il. Berdasarkan Ketentuan di atas

Maka dengan berlangsungnya tahapan pendaftaran calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
maka Maka Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengimbau seluruh kepala Desa
agar mematuhi:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
undang; Pasal 70 ayat (2) yang berbunyi: Dalam kampanye pasangan calon
dilarang melibatkan: c.Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat
desa atau sebutan lain/ perangakat kelurahan; Selanjutnya, pasal 71 ayat (1)
yang berbunyi: Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil
negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
dilarang membuat keputusan dar/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 29 yang berbunyi:
Kepala Desa Dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

3. Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota
Dan Wakil Walikota Pasal 57 (1) Dalam Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur,
calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota,
calon wakil walikota, dan/atau partai politik;

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu
domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok
masyarakat, dan/atau partai politik;

e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah
daerah;

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau
dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 60 ayat 1 berbunyi :
Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,

walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang
mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:
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a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk
kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan

b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan

jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di
wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Pasal 60 ayat 2 berbunyi :

Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat
transportasi dinas lainnya;

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah
daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan
prinsip keadilan;

c. sarana perkantoran, radio daerah dan sanditelekomunikasi milik pemerintah
daerah dan peralatan lainnya; dan/atau

d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 62 ayat 1 berbunyi :

Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang
melibatkan:

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan
lain/perangkat kelurahan.

Pasal 62 ayat 2 berbunyi :

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

Demikian Surat Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Prov Jatim
2. Arsip
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